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Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015, kini perjanjian perkawinan yang
dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan
dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang
dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan
pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas K ependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan
Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas
maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan
perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015, sehingga pegawai
pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang
perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan
tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data
sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenal perkawinan
dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian
ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat
sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu
dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017
No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat
sepanjang perkawinan.

<hr><i>With the Constitutional Court Decision Number 69 PUU XI1I 2015, postnuptial agreement can be
done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the
notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the
postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious
Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing asits main point is not that clear.
It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement
registration beside the Constitutional Court Decision Number 69 PUU X111 2015 so that the marriage officer
refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to
legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as
| examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for
the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement
now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat
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Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2 5876 Dukcapil about the guidance of
postnuptial agreement registration.</i>



